BAB IlI

TINJAUAN TEORITIS

A. Penerapan Pembiayaan Murabahah

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah
perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat, penerapan
adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk
mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh
suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun
sebelumnya.®

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kaitannya dengan pembiayaan pada
perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gardh, surat beharga
islam, penempatan, penyerahan modal, penyertaan modal sementara,

komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah

B. Prinsip Analisis Pembiayaan
Pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat
dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal

dengan prinsip 5 C”, dan analisis 5P adalah:

Zhttp://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html,
hari senin tanggal 14 agutus 2017.
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1. Teknik Analisa 5C yaitu:
a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari costumer, baik
dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan
dan penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai
sejauh mana iktikad/kemauan costumer untuk memenuhi kewajiban
(willingnes to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
Aspek yang dinilai di antaranya:
1) Kejujuran,
2) Kecerdasan,
3) Kesehatan,
4) Kebiasaan,
5) Akhlaknya baik
6) Kemampuan untuk membayar

Pemberian pembiaayaan harus atas dasar kepercayaan,
sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan
dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan
sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu,
mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi
sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun
dalam menjalankan kegiatan usahasnya. Karakter merupaksan faktor

dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu
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untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik,

tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

. Capacity

Capasity adalah adalah kemampuan yang dimiliki calon
mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang
diharapkan. Kegunaan dari  penilaian ini adalah  untuk
mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu
mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara
tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran capasity
dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain:?

1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah
menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para
pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan
yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan
yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan
biro konsultan.

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib
mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk

mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

h. 351.

28\/eithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
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4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan
keterampilan costumer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen
dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan
calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga
kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin,
administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada
kemampuan merebut pasar.

c. Capital
Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek
pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal
merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau
jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah

dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka
struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity
ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai
macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup
besar. Analisis ratio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk
dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis ratio keuangan ini

dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.
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2) Uang Muka

Uang muka vyang dibayarkan dalam memperoleh
pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan
tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk
pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai
jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada
pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar
uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli
rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang
akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran
kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka
bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil
penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk
melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari
nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin
pembayarannya oleh pihak tetentu. Dalam analisis agunan, faktor yang
sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan
yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat
pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila
agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang

(marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon
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nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh
agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan
MAST:
1) Marketability.

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang
mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat
dari waktu ke waktu.

2) Ascertainability of value.

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih
pasti.

3) Stability of value.

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil,
sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-
cover kewajiban debitur.

4) Transferability
Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan
dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.?’
e. Condition of Economy
Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi
perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon

debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi

?"|smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana 2013), h. 124-125
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tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan
datang.

Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan
vondition of economy adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan
pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank
untuk melakukan analisis condition of economy.?

2. Teknik Analisa 5P yaitu:
a. Party (Golongan)

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa
golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan character,
capacity, capital. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam
mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut merupakan
prinsip minimal yang harus dianalisa oleh bank sebelum memutuskan
kredit yang diajukan calon debitur.

b. Purpose (Tujuan)

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan

kredit.”®
c. Payment (Pembayaran kembali)

Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan nasabah, maka

yang perlu dilakuan oleh bank adalah menghitung kembali

kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap

%8|smail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana 2010), h.
113.

2https://belajarperbankangratis.blogspot.co.id/2012/07/teknik-analisis-kredit-5C-5P-dan-
3R.html?m=1, hari senin tanggal 7 agustus 2017, 10:44


https://belajarperbankangratis.blogspot.co.id/2012/07/teknik-analisis-kredit-5C-5P-dan-3R.html?m=1
https://belajarperbankangratis.blogspot.co.id/2012/07/teknik-analisis-kredit-5C-5P-dan-3R.html?m=1
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pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk
mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai
sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank.

. Profitability (kemampuan perusahaan dalam mengambil
keuntungan)

Profitability, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur,
akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila
kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan
yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan
tanpa adanya kredit bank. Disamping itu, bank juga perlu menghitung
jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut
Jumlah tersebut dapat dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima.
Selain itu bank juga perlu mempertimbangkan pendapatan lain selain
bunga, misalnya pendapatan fee dan komisi karena debitur akan
melakukan setiap transaksinya melalui bank.

Protection (perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank
dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta
jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan
sumber dana pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank
perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul

dari jaminan tersebut.
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Misalnya. Kredit perlu di jamin dengan tanah yang berdiri diatasnya
sebuah bangunan. Maka bangunan tersebut perlu di asuransikan untuk
menjaga apabila terdapat kebakaran. (asuransi kebakaran).

Konsep 5P merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya yaitu
konsep 5C. Apabila kita teliti konsep 5 p sudah termasuk di dalam konsep 5C.
Dalam praktik bank, bank menerapkan prinsip 5C dalam memutuskan
permohonan pembiayaan kepada calon debitur, karena prinsip 5C ini sudah

mencakup beberapa konsep 5P.*

C. Pengertian Murabahah
1. Pengertian Murabahah

Murabahah diturunkan/atau berasal dari kata Ribh, yang berarti
perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefenisikan.
Dalam Murabahah, Penjual harus mengungkapkan biayanya dan kontrak
(Akad) ditambah dengan keuntungannya. Kontrak (Akad) ini sudah
dilakukan sejak zaman sebelum Islam.®

Muhammad Yusuf mengartikan menurut PSAK 102 Akuntansi
Murabahah, paragraf 5, menyatakan bahwa:

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar
biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

*%|smail, Op. Cit, h. 117
31 - - - - .
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 337.



35

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Himpunan
Fatwa, Edisi kedua, hal 311);

Yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.*

Ascarya menafsirkan Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam
yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan
biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan
(margin). Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu
dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa
dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.**

Thamrin  Abdullah dan Francis Tantri berpendapat bai’al
murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih
dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan
yang diinginkannya. Contohnya: harga pokok barang gunung kijang Rp.
100.000,- keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp. 5.000,-
sehingga harga jualnya Rp. 105.000,-. Kegiatan bai’al murabahah ini baru
dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian

dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan bai’al murabahah

$2Muhammad Yusuf, Wiroso, Bisnis Syariah, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,
2011), h. 101.

$scarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.
81.
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pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam Negeri
maupun luar Negeri seperti Letter of Credit atau lebih dikenal dengan
nama L/C.

Contohnya, Ny. Susilowati memerlukan sebuah mobil bekas senilai
Rp. 60.000.000,-. Jika Bank Syariah Medan yang membiayai pembelian
mobil tersebut, maka Bank Syariah Medan mengharapkan keuntungan
sebesar Rp. 12.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan
kepada Ny. Susilowati adalah Rp. 72.000.000.-. Kemudian jika nasabah
setuju, maka nasabah dapat mencicil dengnan angsuran Rp. 2.000.000,- per
bulan (Rp. 72.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank Syariah Medan.**

Adiwarman A Karim, menjelaskan defenisi tentang salah satu skim
figih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim
jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh
Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah
berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah
keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang
kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar
keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau
dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau

20%.%°

%Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), h. 222

$Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), h. 113.
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Sedangkan Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa murabahah
adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait
dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar
kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan
harus diketahui secara jelas. Murabahah adalah jual beli dengan harga jual
sama dengan harga pokok pembelian ditambahkan dengan tingkat

keuntungan tertentu yang disepakati kedua pihak.*®

2. Landasan Hukum Jual Beli Murabahah

a. Al-Qur’an
Surat Al-Bagarah ayat 275
(YVo Bl G 855 g dh g

Artinya:  “............. Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.*””

ayat di atas memerintah kan kepada umat manusia untuk
melakukan jual beli yang terbebas dari riba. Karena Allah

Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selanjutnya dalam surat Annisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010), h. 104.

h. 36

¥"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2000),
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Artinya: ”..Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”(An-Nisa : 29)®

Ayat di atas memerintah kan kepada manusia agar manusia
tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali
manusia melakukan dengan jalan perniagaan atau menjual barang
dengan suka sama suka di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha
Penyayang terhadap diri manusia.

b. As-sunnah
1. Hadis Nabi dari Said al-Khudri :
“flémuj*éé‘w}féu‘““” 6”)@*’3\9*’“5“&} Vg
w0y sl oy el o) L oplE (e ) 06 e 4

Artinya: Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw
bersadda, “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan
suka sama suka.” (HR Al- Balhaqgl dan Ibnu Majah, dan
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)?

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :
Jot )il S50 e &3 06 g e A Jo B g
o sl g s ) § il el S0 s B

(e

Artinya: “nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah :
jual beli secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan

33
——0\

*Depertemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bandung: PT. Sygma Exsimedia
Arkanleema, 2009), h. 83.
**Muhammad bin yazid abu abdullah al-kuzaini, Sunan Ibnu Majah Juz 2, ( Bairut: Dar

al-Fikr TT), h. 737.
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rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah
dari Shuhaib).*

Dari hadis di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan
pekerjaan yang halal dan mulia. Dimana jual beli itu harus dilakukan
atas dasar suka sama suka, jual beli termasuk kedalam tiga hal yang di
dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan di rumah bukan untuk dijual.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (murabahah)
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun
demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya
itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Syarat dan Rukun Murabahah
Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi
hal-hal sebagai berikut:

a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki
(hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya
keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebabgai
konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait

dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

0 Ibid, h. 768
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Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya
lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas,
semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan
suatu syarat sah murabahah.

Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal
maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu
syarat sah murabahah.

Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada
pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang,
tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan
barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga
kepercayaan yang sebaik-baiknya.*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-
hal sebagai berikut:

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah

sebagai berikut:

b.

C.

Rukun Murabahah menurut Ascarya, terdiri dari:
Pelaku Akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang
untuk dijual, dan musytari’(pembeli) adalah pihak yang memerlukan
dan akan membeli barang.
Objek Akad, yaitu mabi’(barang dagangan) dan tsaman (harga); dan
Sighat, yaitu ljab dan Qabul.

. Aplikasi Ba’i Al-Murabahah

Aplikasi Ba’i Al-Murabahah dapat digambarkan dalam skema

sebagai berikut:

*! Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 137.
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1. NEGOSIASI & PERSYARATAN

2. AKAD JUAL BELI

BANK 6. BAYAR NASABAH
< A
5. TERIMA BARANG
& DOKUMEN
3. BELI BARANG 4. KIRIM

» SUPLIER/PENJUAL

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke
Praktik, 2001, h. 107

Keterangan skema:
1) Bank negosiasi dengan nasabah dan memberikan persyaratan kepada
nasabah
2) Bank melaksanakan akad jual beli
3) Bank beli barang kepada suplier/penjual
4) Pengiriman barang kepada nasabah
5) Nasabah menerima barang dan dokumen.
6) Bayar
5. Manfaat Ba’i AI-Murabahah
Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi ba’i al-murabahah
memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.
Ba’i al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah.
Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, ba’i al-
murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan

administrasinya di bank syariah.


http://4.bp.blogspot.com/-8dYmgv9eEmc/T_RU0o-sW5I/AAAAAAAAAH4/0EmDhSViVJc/s1600/a.jpg

42

Diantara kemungkinan risiko yang harus di antisipasi antara lain
sebagai berikut.

a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

b. Fluktuasi harga kompratif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa
mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan
sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya
dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa
spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank
telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang
tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai
risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual; karena ba’i al-muarabahah bersifat jual beli dengan utang,
maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi, milik nasbah.
Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut,
termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default
akan besar.*

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN

telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

*2 Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 107.



43

murabahah, yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki

fasilitas murabahah. Adapun ketentuan tentang pembiayaan murabahah

yang telah dirumuskan DSN dalam Fatwa-nya Nomor 04/DSN-

MUI/1V/2000 sebagai berikut:

a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah
Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.



8)

9)
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Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan murabahah kepada nasabah

1)

2)

3)

4)

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima(membeli)-nya sesuai dengan perjanjian
tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat
kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan bai’arbun. Menurut
jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika
bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, jual beli
‘urbun diperbolehkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli
komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai

pengurangan atas harga yang disepakati.
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5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

6)

7)

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga;dan

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekuranganya.

c. Jaminan dalam murabahah

1)

2)

Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai
ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan
sebagai pegangan. Jaminan itu muncul karena jual beli yang
dilakukan adalah secara tempo sehingga dirasa perlu untuk
menghadirkan jaminan.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

d. Utang dalam murabahah
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1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal ia
tidak boleh memperlambat pembayaran pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya
dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi

sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.
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Sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN diatas berkenaan
dengan pembiayaan murabahah, ketentuan dalam pasal 9 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005 menetapkan persyaratan
paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
berdasarkan akad murabahah sebagai berikut:

a. Bank syariah menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian
jual beli barang.

b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank
syariah ditentuka berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah.

c. Bank syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

d. Dalam hal bank syariah mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk
membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip milik bank syariah

e. Bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau
‘urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh
nasabah

f. Bank syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan
tambahan selain barang yang dibiayai bank syariah

g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan
tidak berubah selama periode akad

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara

proposional
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Kemudian ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah

tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

10/14/PbS tanggal 17 maret 2008, sebagai berikut:

a.

Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah
dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas,
kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan
penggunaan data pribadi nasabah.

Bank wajib analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad
murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal
berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara
lain meliputi analis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/
atau prospek usaha (condition)

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan

barang yang dipesan nasabah.
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g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal
pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode
pembiayaan

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah dan

i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank
ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.*

7. Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam lembaga keuangan syari’ah (LKS), khususnya perbankan
syariah, bai’ al-murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk
membiayai pembelian barang-barang konsumer, kebutuhan modal kerja,
dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti
pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang
elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-
barang kebutuhan konsumer lainnya). Misalnya, pembiayaan modal kerja
untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesananan percetakan,
dan barang modal, serta modal kerja yang tidak berkelanjutan. Begitu
juga, pembiayaan untuk yang bersifat investasi, seperti untuk membeli
mesin-mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaruan teknologi.

Mekanisme penerapan murabah di LKS, didasarkan asumsi bahwa
nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial

tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka

*Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Banjarmasin:
PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 179-184.
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nasabah berhubungan dengan LKS. Namun karena LKS pada umumnya
tidak memiliki persediaan terhadap barang/objek yang dibutuhkan
nasabah, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang diinginkan
nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier/pemasok, dealer,
developer, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, LKS
bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku
pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah
pemesan dengan harga jual yang disepakati.*
8. Penerapan Murabahah di Bank-Bank Islam

penerapan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
surakarta tahun 2010. LKMS ini menggunakan akad murabahah langsung
dan murabahah bil wakalah. Praktik murabahah langsung secara umum
telah memenuhi ketentuan yang sama ke supplier, sehingga ada
transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan, penentuan
harga jual dan diskon dari supplier. Walaupun masih ada anggapan dari
beberapa LKMS yang menganggap diskon merupakan hak dari LKMS.
Selain itu tidak diketahui secara pasti diskon dari supplier, penentuan
harga jual mengesampingkan harga setelah diskon yang sebenarnya
mengurangi nominal pembiayaan.

Murabahah bil wakalah permasalahannya lebih kompleks, namun
secara umum belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI. Untuk barang

yang akan di beli bisa ditentukan harga perolehan sebelum akad disepakati

*Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 119-120.
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dan terdapat bukti pembelian dari supplier, maka penentuan harga jualnya
bisa langsung berdasarkan harga perolehan. Sedangkan murabahah
diwakilkan yang barangnya akan dibeli belum bisa diketahui secara pasti
harga perolehannya sebelum akad dan karena tidak memungkinkan adanya
bukti pembelian oleh anggota dari supplier, maka penentuan harga jualnya
di muka atau ketika pada saat pengajuan pembiayaan murabahah dan
secara prinsip barang tersebut belum dibeli atau belum menjadi hak milik
LKMS. Maka pembiayaan berdasarkan jumlah pengajuan pembiayaan

bukan berdasarkan pada harga perolehan barang.*

**Andi cahyono, Aplikasi fatwa DSN_MUI Tentang Murabahah terhadap Praktik
Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta periode tahun
2010, ((Yoqgyakarta, 2011), h. vi



